PUTUSAN
Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

pengesahan perkawinan kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7504060306940003, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 03
Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal
di KABUPATEN POHUWATO, ILOHELUMA,
PATILANGGIO, , sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Manado, tanggal 02 Februari 1990, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO,
ILOHELUMA, PATILANGGIO, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 11 Desember 2024, dengan
register perkara nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN POHUWATO dan imam yang menikahkan
bernama Yudin Kagoi;

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi
wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sun Pakaya, dengan

saksi nikah masing-masing bernama :

a. Anis Manune, Paman Penggugat;

b. Suharto Manune, sepupu Penggugat;

Dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis
berusia 14 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka berusia 19 tahun;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat
dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POHUWATO sampai pisah;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3

orang anak yang masing-masing bernama :

a. Arya Frans Liey bin Mohammad Liey, umur 14 tahun, lahir
pada tanggal 03 Mei 2010, pendidikan SMP kelas IX;

b. Trisya Kirana Liey binti Mohammad Liey, umur 11 tahun, lahir
pada tanggal 07 Februari 2013, pendidikan SD kelas VI,

c. Arfa Frand Liey bin Mohammad Liey, umur 5 tahun, lahir pada
tanggal 18 Oktober 2019;
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Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk,
dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering telat pulang ke rumah,
walaupun Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar

berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat hanya acuh;

b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah
satunya bernama Sri, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari
handphone milik adik kandung Tergugat yang ketika itu sering
digunaka Tergugat untuk berkomunikasi dengan selingkuhannya
melalui panggilan telepon;

c. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang
yang di dapatkan Tergugat dari bekerja hanya di habiskan untuk
kebutuhan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya bulan Februari 2023, dimana Tergugat marah
karena diminta oleh Penggugat untuk mencari kerja, kemudian Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan di Marisa. Sejak
saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir
maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun

sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saat ini Tergugat
pindah dan tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Sintia
Veronika Liey di KABUPATEN POHUWATO;
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11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT
dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11
Maret 2009, di KABUPATEN POHUWATO;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, sesuai dengan relaas nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 11
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Desember 2024 & 24 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. SAKSI 1, lahir di Marisa, tanggal 16 Juni 1991, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah kakak penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11
Maret 2009 di KABUPATEN POHUWATO.

Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah
antara Penggugat dan wali nikah Penggugat;

Bahwa wali dari Penggugat adalah ayah Penggugat yang
bernama Sun Pakaya.

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah
Yudin Kagoi beliau adalah imam saat itu;

Bahwa mas kawin berupa Rp 150. (seratus lima puluh
rupiah).

Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anis

Mohune dan Suharto Manune.

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Msa

Halaman 5



Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat
sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan
nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan
Penggugat berstatus perawan saat itu keduanya tidak
terikat perkawinan dengan orang lain;
Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan KUA setempat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian terakhir hidup
bersama di rumah orangtua penggugat di KABUPATEN
POHUWATO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat,
dan saat terjadi pertengkaran sering turun dari rumabh.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak 3 bulan lalu, tergugat meninggalkan
penggugat.
Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan;

b. SAKSI 2, lahir di xxxxxxxxx tanggal 08 Januari 1997, umur 27
tahun, agama Islam, pekerjaan XxxxXxxxx XXxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah
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menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan
dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi adalah adik penggugat.

Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan
Tergugat menikah pada tanggal namun saksi saat itu
masih berumur 10 tahun sehingga tidak mengetahui

mengenai perkawinan penggugat dan tergugat.
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama
di rumah orangtua penggugat dan keduanya telah

dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang
ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak satu tahun yang lalu, tergugat meninggalkan
penggugat.

Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup
lagi untuk mendamaikan;

c¢. Rosnawati Saleh binti Mami Saleh, lahir di XXXXXXXXX
tanggal 16 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXKXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, telah bersumpah menurut
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agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi adalah adik penggugat.
Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkawinan
penggugat dan tergugat.
Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang
ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena berselingkuh dengan wanita lain.
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak satu tahun yang lalu, tergugat meninggalkan
penggugat.
Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan;

d. SAKSI 4, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 1 Juli 1973, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah paman penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11
Maret 2009 di KABUPATEN POHUWATO.

Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah
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antara Penggugat dan wali nikah Penggugat;

Bahwa wali dari Penggugat adalah ayah Penggugat yang
bernama Sun Pakaya.

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah
Yudin Kagoi beliau adalah imam saat itu;

Bahwa mas kawin berupa Rp 150. (seratus lima puluh
rupiah).

Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anis
Mohune dan Suwarno Manune.

Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat
sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan
nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan
Penggugat berstatus perawan saat itu keduanya tidak
terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan KUA setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian terakhir hidup
bersama di rumah orangtua penggugat di KABUPATEN
POHUWATO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga
penggugat dan tergugat karena saksi sering berada di

tambang.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap

sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di

persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan
pengesahan perkawinan Penggugat terlebih dahulu diumumkan melalui papan
pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama
Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan
keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak
pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah
ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
pengesahan perkawinan Penggugat dan mengajukan intervensi pada perkara

ini;

Upaya Damai
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Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini

adalah

a. Penggugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, dengan
dall bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 11 Maret 2009 di KABUPATEN POHUWATO,
namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat:

b. Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
menghadirkan empat orang saksi, di hadapan persidangan telah disumpah dan
telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi

sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan
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memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim menemukan fakta sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret
2009 di KABUPATEN POHUWATO;

Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Penggugat yang
bernama Sun Pakaya kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama
Yudin Kagoi dengan mas kawin berupa unag tunai RP. 150 (seratus lima
puluh rupiah).

Bahwa akad nikah disaksikan oleh Anis Mohune dan Suharto
Mohune serta dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah bergama Islam,
tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada
halangan untuk menikah;

Bahwa saat menikah Tergugat berstatus jejaka Penggugat
berstatus gadis keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat di KUA
setempat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup
bersama di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 3 orang
anak

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena berselingkuh dengan perempuan lain

Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak satu tahun serta tidak ada
lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;
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Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum

angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu (in casu agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan
nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana
pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban,
namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan
perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat
tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim
berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam
perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dicatat sesuai dengan
peraturan yang berlaku, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
memenuhi ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Penggugat dan
Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam,
tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan
perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka
Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 — Pasal 11 Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 — Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Tergugat dan imam
bernama YUdin Kagoi sebagai wakil dari ayah Penggugat, yang merupakan
wali nikah Penggugat, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki
muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli,
disertai oleh penyerahan mahar dari Tergugat kepada Penggugat, maka
peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal

24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah
apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri
(in casu Penggugat dan Tergugat) selama dalam ikatan perkawinan,
sebagaimana yang tertuang dalam kitab |’anah al-Thalibin Juz IV yang diambil

alih menjadi pendapat Hakim:

djdr_ wMu}gjww&}ﬁ}ﬁM)SJBi)a\ésC\S.\.\Lﬁjcﬂ\uﬁj

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang
wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang
adil”.

Serta pendapat Ulama figh dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang diambil

alih menjadi pendapat Hakim:

Sl ALl aadll) )8 iy

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama figh dalam kitab llmu Ushul Figh yang diambil alih

menjadi pendapat Hakim:

Leilel e 03 4l ol ol Lo Ay 31 2 30 A g A3 e (e

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang
laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami
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istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara
keduanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai
permohonan Penggugat telah beralasan hukum, maka permohonan
pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan,
dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan
Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2009 di
KABUPATEN POHUWATO.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum

angka 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan
fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi

unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl nomor: 38 K/AG/1990
tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996
nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan
siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi

terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan
Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik
lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat,
perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara
non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan
keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang
menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak
harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat,

seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama
sejak satu tahun keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan
tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan
salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu
pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar
dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih
dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali,
mengapa suami - istri (in casu Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk
berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah
satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan
tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut
menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak
saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga;
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Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai
dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah
dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari
Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya,
keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun
karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah

menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
dapat dikatakan pecah (broken marriage) sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (in
casu Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan
perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan
telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum
ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka
hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan
istri (in casu Penggugat), sebagaimana pendapat ahli figh yang terdapat
dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambil alih menjadi
pendapat Hakim:

D) W ozl el caeal 1Y) Sl ozl e ki o das 3l o
Lagllial 3 yuliall ol 53 dne & Uninsy
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Disclaimer

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan
hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli figh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil

alih sebagai pendapat Hakim:
ddlla oalal) ade sl lea s Y da 550 A ) aae i3I 3

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka
Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT)
dan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 11
Maret 2009 di KABUPATEN POHUWATO.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa
pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Rajab 1446 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Zulkifli Z. Abbas, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Sitriya Daud, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Perincian biaya :
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- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 90.000,00
- Panggilan 'Rp 17.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

JUMLAH :Rp. 177.000,00
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